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ABSTRAK

Peneliian ini menganalisis keterbatasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam
mengakomodasi arbitrase digital serta merumuskan model E-arbitration Framework Indonesia. Metode
yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kontrak elektronik, tanda tangan
digital, bukti elektronik, serta prosedur dan putusan arbitrase digital menimbulkan ketidakpastian hukum
dan hambatan dalam praktik, khususnya pada tahap pembuktian dan eksekusi. Secara praktis, kondisi ini
menurunkan efisiensi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional. Penelitian ini
menawarkan model E-arbitration Framework yang terstruktur melalui integrasi aspek nommatif,
institusional, prosedural-teknis, teknolog, dan kapasitas sumber daya manusia, dengan berlandaskan asas
otonomi para pihak, kepastian hukum, dan efisiensi. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan
model konseptual-operasional sebagai dasar reformasi hukum arbitrase Indonesia yang adaptif dan
aplikatif,

Kata Kunci: Arbitrase; Blockchain; Digitalisasi; Kecerdasan Buatan;
UU No. 30 Tahun 1999.

ABSTRACT

This study anabyzes the limitations of Law No. 30 of 1999 in accommodating digital arbitration and
Jornudates an Indonesian E-arbitration Framework. The research employs a normative legal method
with conceptual and comparative approaches. The findings reveal that the absence of explicit re jon
on electronic contracts, digital signatures, electronic evidence, and digital arbitration procedures and
awards creates legal uncertainty and practical obstacles, particularly in evidentiary and enforcement
stages. Practically, this condition reduces efficiency and undermines business actors’ trust in national
arbitration. This study proposes a structured E-arbitration Framework integrating novmative,
institutional, procedural-technical, technological, and human resource capacity aspects, grounded in
party autonomy, legal certainty, and efficiency. The main contribution lies in formulating a conceptual-
operational model as a basis for adaptive and applicable arbitration law veform in Indonesia.

Keywords: Arbitration; Artificial Intelligence; Blockchain,; Digitalization; Law
No. 30 of 1999.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental
ekosistem bisnis global sekaligus cara para pelaku usaha menyelesaikan sengketa
komersial lintas batas (Avsiyevych, 2024). Dalam konteks tersebut, arbitrase bisnis
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diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat,
rahasia, dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan, sehingga semakin
diandalkan untuk menjaga kelangsungan hubungan bisnis dan kepastian hukum di
era ekonomi digitaln (Syahputra et al., 2024). Tren internasional menunjukkan
bahwa lembaga-lembaga arbitrase terkemuka telah mengadopsi digitalisasi proses,
seperti e-filing, virtual hearing, dan electronic award, sebagaimana tercermin dalam
praktik SIAC, ICC, dan pedoman teknis UNCITRAL mengenai online dispute
resolution yang mendorong efisiensi dan aksesibilitas lintas yurisdiksi (Faizul Idris
& Nandang Sambas, 2025).

Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase diatur melalui Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
yang lahir pada periode ketika teknologi digital belum menjadi bagian integral dari
proses hukum (Arifin et al., 2025). Undang-undang ini masih menekankan prosedur
konvensional yang bersifat fisik dan tatap muka, sehingga belum secara eksplisit
mengakomodasi mekanisme arbitrase berbasis platform daring, penggunaan bukti
elektronik, tanda tangan digital, maupun putusan arbitrase dalam format elektronik.
Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan normatif antara kebutuhan praktik
arbitrase bisnis modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi dengan desain
prosedural yang diatur UU No. 30 Tahun 1999, khususnya terkait keabsahan
perjanjian arbitrase elektronik, legitimasi persidangan daring, dan eksekusi putusan
arbitrase digital melalui pengadilan negeri (Tikoariaji, 2024).

Di sisi lain, perkembangan pesat transaksi e-commerce, investasi lintas
negara, dan ekspansi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke ranah
digital menjadikan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang
modern, hemat biaya, dan lintas batas semakin mendesak (Sipahutar et al., 2021).
Tanpa inovasi prosedural yang memadai, Indonesia berisiko tertinggal dari
yurisdiksi lain yang telah lebih dahulu membangun ekosistem arbitrase digital yang
kompetitif, sehingga dapat melemahkan daya tarik Indonesia sebagai forum
penyelesaian sengketa bisnis internasional Urgensi penelitian ini terletak pada
perlunya merumuskan model kerangka e-arbitration yang tidak hanya kompatibel
dengan UU No. 30 Tahun 1999, tetapi juga selaras dengan praktik dan standar
internasional, sekaligus responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di era ekonomi
digital (Zulfah et al., 2025).

Penelitian terdahulu yaitu Idris mengkaji arbitrase sebagai solusi
penyelesaian sengketa bisnis dengan menakar keunggulan dan tantangannya
berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa
arbitrase memiliki sejumlah kelebihan utama, antara lain proses yang relatif lebih
cepat, biaya yang lebih terkendali, sifat kerahasiaan yang terjaga, serta putusan
yang final dan mengikat, sehingga dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia
usaha dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Namun, fokus kajian Idris masih
berada pada efektivitas arbitrase dalam kerangka prosedur konvensional, tanpa
memberikan elaborasi mendalam mengenai desain prosedural arbitrase berbasis
teknologi atau model kerangka arbitrase digital yang terintegrasi dengan
perkembangan e-commerce dan infrastruktur hukum elektronik (Idris & Sambas,
2025).

Kemudian selanjutnya penelitian Sujati melakukan analisis kritis terhadap
relevansi UU No. 30 Tahun 1999 dalam konteks perkembangan arbitrase online
dengan menyoroti ketertinggalan legislasi nasional terhadap praktik lembaga
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arbitrase yang telah mengadopsi proses elektronik. Penelitian tersebut menegaskan
bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai arbitrase online dalam undang-
undang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait pengakuan bukti
elektronik, validitas tanda tangan digital, serta kepastian pelaksanaan putusan
arbitrase yang diselenggarakan secara daring, sehingga diperlukan revisi regulasi
untuk mengakomodasi mekanisme arbitrase modern. Kendati demikian, kajian
Tikoariaji masih berfokus pada kritik normatif dan rekomendasi revisi legislatif
secara umum, tanpa merumuskan secara operasional bagaimana rancangan
kerangka e-arbitration nasional dapat diintegrasikan dengan teknologi seperti
kecerdasan buatan dan blockchain, maupun dengan penguatan kapasitas lembaga
arbitrase dan aparat penegak hukum (Sujati et al., 2025).

Zulfah membahas arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa
bisnis untuk klaim bernilai kecil melalui studi komparatif antara BANI dan SIAC,
dengan menyoroti mekanisme Online Small Claim Arbitration (OSCA) yang telah
dikembangkan secara lebih adaptif di Singapura. Temuan penelitian tersebut
menunjukkan bahwa OSCA mampu menyediakan penyelesaian sengketa yang
cepat, efisien, rahasia, dan terjangkau bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan
pelaku e-commerce, serta menggarisbawahi perlunya pembaruan regulasi dan
pengembangan mekanisme arbitrase online khusus untuk klaim kecil di Indonesia.
Keterbatasan penelitian Zulfah terletak pada ruang lingkupnya yang berfokus pada
sengketa bernilai kecil dan aspek komparatif antara dua lembaga arbitrase, sehingga
belum menjangkau perumusan kerangka e-arbitration nasional yang komprehensif
bagi seluruh spektrum sengketa bisnis dan belum mengintegrasikan secara
sistematis dimensi transformasi digital hukum, teori otonomi para pihak, serta
desain institusional arbitrase Indonesia (Zulfah et al., 2025).

Literatur yang membahas arbitrase di Indonesia menunjukkan bahwa kajian
yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika arbitrase berbasis digital
secara menyeluruh. Idris menyoroti peran arbitrase berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999, namun analisisnya masih berfokus pada mekanisme
tradisional tanpa memasukkan dimensi teknologi. D1 sisi lain, Sujati dan Tikoariaji
mengangkat persoalan ketertinggalan regulasi serta ketidakpastian hukum terkait
penggunaan bukti elektronik dan tanda tangan digital, tetapi belum sampai pada
perancangan model implementasi yang aplikatif. Sementara itu, penelitian Zulfah
melalui pendekatan komparatif pada sengketa bernilai kecil masih terbatas
cakupannya dan belum mengarah pada pembentukan kerangka nasional yang
menyeluruh. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu belum
mampu mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan kelembagaan dalam satu
konstruksi yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian
berupa belum tersusunnya model E-arbitration Framework Indonesia yang
komprehensif dan relevan sebagai pijakan pembaruan hukum arbitrase di era
digital.

Penelitian ini berbeda dan melampaui penelitian-penelitian sebelumnya
dengan secara eksplisit memposisikan inovasi prosedural sebagai fokus utama
dalam mengkaji tantangan implementasi UU No. 30 Tahun 1999 di era digital,
bukan sekadar menilai efektivitas arbitrase konvensional atau mendesakkan revisi
regulasi secara umum. Penelitian ini menawarkan model E-arbitration Framework
Indonesia yang mengintegrasikan asas otonomi para pihak dengan pemanfaatan
teknologi digital (platform daring, kecerdasan buatan, dan blockchain), pembaruan
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norma-norma kunci (kontrak elektronik, tanda tangan digital, bukti elektronik, dan
eksekusi putusan digital), serta strategi penguatan kapasitas lembaga arbitrase dan
pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat menjawab kesenjangan konseptual dan
praktis yang belum disentuh secara utuh oleh Idris, Tikoariaji, maupun Zulfah.

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama,
menganalisis kesenjangan dan tantangan implementasi UU No. 30 Tahun 1999
terhadap perkembangan arbitrase digital dalam penyelesaian sengketa bisnis di
Indonesia; kedua, merumuskan model E-arbitration Framework Indonesia yang
adaptif, efisien, transparan, dan berkeadilan digital dengan mengintegrasikan
inovasi teknologi serta praktik terbaik internasional ke dalam desain

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan perbandingan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah
prinsip dan teori hukum yang relevan, khususnya Teori Adaptabilitas Hukum
Internasional dan Teori Transformasi Digital dalam Tata Kelola Hukum, guna
menjelaskan kebutuhan penyesuaian dan perubahan sistem hukum arbitrase
Indonesia terhadap perkembangan teknologi digital dan praktik internasional
(Abimanyu & Sinaga, 2025). Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan
untuk menganalisis praktik arbitrase digital di negara lain seperti Singapura dan
Hong Kong, sebagai acuan pembaruan hukum nasional (Berge & St John, 2019).
Bahan hukum yang digunakan meliputi UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, instrumen internasional seperti UNCITRAL
Model Law, serta literatur akademik terkait (Syamana & Aidi, 2024). Analisis data
dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma dan teori hukum
guna mengidentifikasi kesenjangan pengaturan serta merumuskan arah reformasi
hukum arbitrase Indonesia agar lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan
era digital.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Landasan teoritis penelitian ini bertumpu pada Teori Adaptabilitas Hukum
Internasional yang menegaskan bahwa hukum nasional harus senantiasa
menyesuaikan diri terhadap dinamika global, termasuk globalisasi ekonomi,
perkembangan teknologi digital, dan penguatan praktik hukum transnasional.
Dalam perspektif ini, sistem arbitrase Indonesia yang masih berlandaskan UU No.
30 Tahun 1999 perlu direformulasi agar selaras dengan standar internasional
seperti UNCITRAL Model Law dan praktik kelembagaan SIAC maupun HKIAC
yang telah mengadopsi e-filing, virtual hearing, dan electronic award secara
sistematis.(Silaban, 2025). Kegagalan mengadaptasikan kerangka hukum nasional
terhadap pola baru penyelesaian sengketa berbasis teknologi tidak hanya
menimbulkan kesenjangan normatif, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi
dan daya saing forum arbitrase Indonesia dalam peta penyelesaian sengketa bisnis
lintas negara. Dengan demikian, Teori Adaptabilitas Hukum Internasional
memberikan justifikasi konseptual mengapa pembaruan regulasi arbitrase
menuju E-arbitration Framework Indonesia menjadi kebutuhan mendesak dan
bukan sekadar pilihan kebijakan (Sari et al., 2024).
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Teori Transformasi Digital dalam Tata Kelola Hukum, sebagaimana
dikembangkan antara lain oleh Susskind dan diperkuat oleh kajian-kajian mutakhir
tentang digitalisasi lembaga hukum, menempatkan teknologi bukan sekadar
instrumen teknis, tetapi sebagai kekuatan transformasional yang mengubah
struktur, budaya, dan proses kerja sistem hukum menuju model berbasis jaringan
(network-based law) (Louati et al., 2024). Digitalisasi melalui pemanfaatan
platform daring, kecerdasan buatan (41), dan blockchain dalam arbitrase dipandang
mampu meningkatkan efisiensi proses, mempercepat penyelesaian sengketa,
sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas putusan melalui pencatatan
elektronik yang terstandardisasi dan sulit dimanipulasi (Agus et al., 2023). Dalam
kerangka ini, inovasi seperti penggunaan Al untuk analisis dokumen dan deteksi
bias, serta blockchain untuk autentikasi bukti dan registrasi putusan, dipahami
sebagai bagian dari transformasi struktural terhadap cara lembaga arbitrase bekerja,
bukan sekadar penambahan fasilitas teknologi. Teori Transformasi Digital dengan
demikian menjawab pertanyaan bagaimana reformasi hukum arbitrase dapat
dioperasionalkan melalui desain prosedural dan infrastruktur teknologi yang
konkret dalam rancangan E-arbitration Framework Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa masih menunjukkan keterbatasan mendasar karena belum
mengakomodasi mekanisme arbitrase berbasis digital, seperti e-filing, virtual
hearing, maupun electronic award (Tikoariaji, 2024). Keterbatasan ini
menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pengakuan
bukti elektronik, validitas tanda tangan digital, serta eksekusi putusan arbitrase
yang disusun dan disampaikan secara elektronik. Kondisi tersebut memperlihatkan
adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang berlaku dengan kebutuhan
praktik arbitrase modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan di era digital
(Lagiewska, 2023). Meskipun demikian, berdasarkan asas otonomi para pihak,
arbitrase online tetap dapat dianggap sah sepanjang terdapat kesepakatan yang jelas
dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.(Novian, 2024). Hal ini
menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memiliki potensi fleksibilitas untuk
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, namun tetap memerlukan
pembaruan regulasi agar pelaksanaan arbitrase digital memperoleh legitimasi
penuh dan dapat ditegakkan secara konsisten melalui mekanisme peradilan.

Kelemahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya terletak pada
aspek teknis semata, melainkan juga bersumber dari logika hukum (ratio legis)
yang menyertainya, sebab undang-undang ini disusun pada masa sebelum era
digital. Pada waktu itu, pemikiran dasar mengenai penyelesaian sengketa masih
bertumpu pada pertemuan langsung, dokumen kertas, serta komunikasi secara fisik.
Pola pikir inilah yang membuat struktur norma dalam undang-undang tersebut tidak
disiapkan untuk merespons kemajuan teknologi informasi, terutama dalam hal
keabsahan dokumen elektronik, pelaksanaan sidang jarak jauh, serta sistem
pembuktian berbasis digital. Sebagai akibatnya, praktik arbitrase di Indonesia
menghadapi situasi ketidakpastian hukum yang nyata, misalnya keraguan terhadap
klausula arbitrase yang dibuat secara elektronik, potensi ditolaknya bukti digital,
serta kendala dalam mengeksekusi putusan arbitrase yang tidak berwujud fisik di
pengadilan negeri. Kondisi semacam ini tidak sekadar menurunkan efektivitas
arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa yang cepat dan luwes, tetapi juga
berdampak pada merosotnya kepercayaan pelaku usaha, khususnya dalam transaksi
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lintas batas yang sangat mengandalkan kepastian hukum dan efisiensi prosedural.
Dengan demikian, kelemahan normatif dalam UU No. 30 Tahun 1999 membawa
implikasi langsung terhadap praktik arbitrase, baik dari sisi pengakuan hukum, daya
guna, maupun daya saing Indonesia dalam kancah arbitrase global.

Tantangan utama dalam implementasi arbitrase digital di Indonesia terletak
pada keabsahan perjanjian arbitrase elektronik. Hingga saat ini, belum terdapat
regulasi eksplisit yang secara komprehensif mengatur kontrak digital sebagai dasar
kesepakatan arbitrase. Ketiadaan norma yang jelas menimbulkan ketidakpastian
hukum, terutama dalam hal pembuktian keabsahan perjanjian elektronik di hadapan
pengadilan (Brillian et al., 2023). Padahal, dalam praktik internasional, kontrak
digital telah diakui sebagai instrumen sah yang mendukung efisiensi dan
fleksibilitas penyelesaian sengketa bisnis lintas batas.

Selain itu, validitas tanda tangan digital masih menghadapi keterbatasan
pengakuan hukum. Sistem hukum Indonesia cenderung berorientasi pada dokumen
fisik dan tanda tangan basah, sehingga belum sepenuhnya menerima tanda tangan
elektronik sebagai bukti autentik dalam proses arbitrase (Girsang et al., 2024).
Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya legitimasi dokumen digital yang diajukan
dalam persidangan arbitrase, serta menimbulkan hambatan bagi para pihak yang
mengandalkan teknologi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan mekanisme persidangan daring yang
belum memiliki standar prosedural yang diakui pengadilan. Ketiadaan pedoman
resmi mengenai tata cara persidangan virtual menyebabkan keraguan terhadap
legalitas proses arbitrase digital (Kupchina, 2021). Hal ini diperparah oleh orientasi
pengadilan negeri yang masih menekankan pada dokumen fisik dalam eksekusi
putusan arbitrase. Akibatnya, putusan arbitrase digital berisiko sulit dieksekusi,
meskipun telah disepakati dan dijalankan sesuai prinsip otonomi para pihak.

Di samping aspek normatif, rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku
bisnis terhadap manfaat arbitrase online juga menjadi hambatan signifikan. Banyak
pelaku usaha yang masih meragukan efektivitas arbitrase digital, baik dari segi
keamanan maupun kepastian hukum. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai
keunggulan arbitrase berbasis teknologi menyebabkan penerapannya berjalan
lambat di tingkat nasional. Oleh karena itu, selain reformasi regulasi, diperlukan
strategi peningkatan literasi hukum digital bagi dunia usaha agar arbitrase online
dapat diterima sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, efisien, dan
berdaya saing global.

Praktik arbitrase digital di tingkat internasional menunjukkan perkembangan
yang pesat, sebagaimana terlihat di Singapura dan Hong Kong. Kedua yurisdiksi
ini telah mengadopsi regulasi yang secara jelas mendukung pelaksanaan arbitrase
berbasis teknologi, melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC
Rules) dan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC e-arbitration)
(Labanieh et al., 2021). Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para
pihak dalam menggunakan mekanisme digital, termasuk pengaturan mengenai
virtual hearing, pengajuan dokumen elektronik, serta pengakuan putusan arbitrase
digital. Dengan demikian, Singapura dan Hong Kong berhasil menempatkan diri
sebagai pusat arbitrase internasional yang adaptif terhadap tuntutan era digital.

Selain itu, instrumen internasional seperti United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL) dan International Chamber of Commerce
(ICC) telah merumuskan pedoman teknis yang komprehensif terkait Online Dispute
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Resolution (ODR) (Gémez-Moreno, 2023). Pedoman ini mencakup tata cara
pelaksanaan virtual hearing, pengajuan dokumen secara elektronik, serta sistem
digital award registry yang diakui secara global. Kehadiran pedoman tersebut
memperkuat legitimasi arbitrase digital dan menjadi acuan bagi negara-negara
dalam merumuskan regulasi nasional yang selaras dengan praktik internasional.

Negara lain seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab bahkan telah
melangkah lebih jauh dengan menerapkan teknologi blockchain dan kecerdasan
buatan (41) dalam proses arbitrase. Blockchain digunakan untuk menjamin keaslian
bukti digital dan transparansi putusan, sementara 4/ dimanfaatkan untuk analisis
dokumen, deteksi bias, dan prediksi hasil sengketa (Rana et al., 2023). Inovasi ini
tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan
keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara.

Berbeda dengan perkembangan tersebut, posisi Indonesia masih tertinggal
dalam pembaruan hukum yang mendukung integrasi teknologi digital dalam
arbitrase. UU No. 30 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur mekanisme
arbitrase online, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan praktik
bisnis modern dengan kerangka hukum yang ada. Padahal, dengan meningkatnya
investasi asing dan transaksi digital lintas negara, kebutuhan akan sistem
penyelesaian sengketa yang modern dan berbasis teknologi menjadi semakin
mendesak. Oleh karena itu, reformasi hukum arbitrase di Indonesia merupakan
langkah strategis untuk memastikan daya saing nasional dalam menghadapi
dinamika global.

Melihat perkembangan internasional yang telah mengintegrasikan teknologi
digital dalam arbitrase, Indonesia perlu segera melakukan reformasi hukum untuk
menutup kesenjangan yang ada dengan melakukan pembaruan terhadap UU No. 30
Tahun 1999 agar mampu mengakomodasi mekanisme arbitrase modern, termasuk
pengakuan kontrak elektronik, tanda tangan digital, serta eksekusi putusan berbasis
teknologi; selain revisi undang-undang, regulasi pelaksana yang lebih rinci
mengenai prosedur arbitrase digital seperti standar persidangan daring, tata cara
pengajuan dokumen elektronik, dan mekanisme registrasi putusan digital juga
diperlukan agar selaras dengan pedoman internasional seperti UNCITRAL
Technical Notes dan ICC Digital Arbitration Rules; reformasi hukum ini harus
diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan arbiter,
advokat, dan aparat pengadilan dalam penggunaan teknologi hukum digital
sehingga Indonesia tidak hanya memperbarui kerangka hukum tetapi juga
membangun ekosistem arbitrase digital yang siap bersaing di tingkat internasional;
pada akhirnya, arah reformasi hukum arbitrase Indonesia harus berorientasi pada
terciptanya E-arbitration Framework yang adaptif, efisien, dan berkeadilan digital
dengan mengintegrasikan asas otonomi para pihak serta inovasi teknologi seperti
Al dan blockchain untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan
penyelesaian sengketa bisnis, sehingga Indonesia dapat menempatkan diri sejajar
dengan negara-negara maju dalam praktik arbitrase internasional sekaligus
meningkatkan daya tarik investasi dan perdagangan lintas batas.

Potensi inovasi teknologi dalam arbitrase bisnis semakin menegaskan arah
transformasi penyelesaian sengketa di era digital. Pemanfaatan Artificial
Intelligence (Al) dapat memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan
analisis dokumen secara cepat dan akurat, deteksi bias dalam argumen hukum, serta
prediksi kemungkinan hasil sengketa berdasarkan pola data yang tersedia
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(Ermakova, 2023). Kehadiran A7 tidak hanya meningkatkan efisiensi proses
arbitrase, tetapi juga memperkuat objektivitas dan akuntabilitas putusan.

Teknologi blockchain menawarkan jaminan keaslian bukti digital,
transparansi dalam proses persidangan, serta keabsahan putusan arbitrase melalui
sistem pencatatan yang tidak dapat diubah. Dengan karakteristik immutability dan
distributed ledger, blockchain mampu mengurangi potensi manipulasi data serta
memperkuat legitimasi putusan arbitrase di tingkat internasional. Hal ini
menjadikan blockchain sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan
para pihak terhadap mekanisme arbitrase digital.

Di samping itu, penggunaan platform daring menjadi sarana strategis untuk
mempercepat proses arbitrase, menekan biaya operasional, serta meningkatkan
akses lintas batas bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Platform
digital memungkinkan pelaksanaan persidangan secara virtual, pengajuan dokumen
elektronik, serta komunikasi interaktif yang efisien, sehingga arbitrase dapat
dijalankan dengan lebih fleksibel tanpa terikat pada batasan geografis (Yang et al.,
2023).

Dengan integrasi A/, blockchain, dan platform daring, arbitrase bisnis di
Indonesia berpotensi berkembang menjadi sistem penyelesaian sengketa yang lebih
modern, efisien, dan berkeadilan digital. Inovasi teknologi ini tidak hanya
mendukung adaptasi hukum nasional terhadap tuntutan global, tetapi juga
memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan dan
investasi internasional.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam
mendukung keberhasilan implementasi arbitrase digital di Indonesia. Pelatihan bagi
arbiter dan advokat diperlukan untuk membangun kompetensi teknologi hukum
digital, termasuk keterampilan dalam penggunaan platform arbitrase daring,
pemahaman terhadap bukti elektronik, serta penguasaan prosedur persidangan
virtual (Goémez-Moreno, 2023). Tanpa peningkatan kapasitas ini, reformasi regulasi
tidak akan berjalan efektif karena para pelaksana arbitrase belum siap menghadapi
kompleksitas teknologi hukum modern.

Selain itu, kampanye edukasi bisnis menjadi strategi penting untuk
meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase online.
Rendahnya pemahaman dan kesadaran dunia usaha mengenai manfaat arbitrase
digital seringkali menjadi hambatan dalam penerapannya. Melalui sosialisasi yang
sistematis, pelaku bisnis dapat memahami keunggulan arbitrase daring yang lebih
cepat, hemat biaya, dan lintas batas, sehingga kepercayaan terhadap sistem
penyelesaian sengketa berbasis teknologi dapat terbangun secara bertahap.

Transformasi budaya hukum juga menjadi aspek fundamental dalam
mendukung arbitrase digital. Sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada
prosedur konvensional perlu bergeser menuju sistem berbasis jaringan (network-
based law) yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Pitaloka,
2025). Perubahan paradigma ini tidak hanya menuntut adaptasi regulasi, tetapi juga
perubahan pola pikir para praktisi hukum dan lembaga arbitrase agar lebih terbuka
terhadap inovasi teknologi.

Dengan kombinasi pelatihan sumber daya manusia, kampanye edukasi bisnis,
dan transformasi budaya hukum, Indonesia dapat membangun ekosistem arbitrase
digital yang berdaya saing global. Upaya ini akan memperkuat legitimasi sistem
arbitrase nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta menempatkan
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Indonesia sejajar dengan negara-negara yang telah lebih dahulu mengintegrasikan
teknologi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Analisis menunjukan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 masih berorientasi pada
prosedur konvensional berbasis dokumen fisik, tanda tangan basah, dan sidang
tatap muka sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan arbitrase digital
dalam penyelesaian sengketa bisnis modern di Indonesia. Kondisi ini melahirkan
kesenjangan normatif berupa ketiadaan pengaturan yang jelas terkait
e-filing, virtual hearing, electronic award, keabsahan klausula arbitrase dalam
kontrak elektronik, serta keterbatasan pengakuan tanda tangan elektronik dan bukti
digital yang menimbulkan ketidakpastian hukum di tahap pembuktian maupun
eksekusi putusan. Di luar aspek normatif, implementasi arbitrase digital juga
dihadapkan pada tantangan infrastruktur teknologi, kesiapan kelembagaan arbitrase
dan pengadilan, serta rendahnya literasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap
mekanisme arbitrase online, sehingga adopsinya berjalan lambat dan Indonesia
berisiko tertinggal dari yurisdiksi yang telah membangun ekosistem arbitrase digital
yang kompetitif. Karena itu, pembaruan UU No. 30 Tahun 1999 beserta regulasi
pelaksananya menuju suatu kerangka E-arbitration Framework yang adaptif dan
berkeadilan digital dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat
kepastian hukum, efektivitas eksekusi putusan, dan daya saing Indonesia sebagai
forum arbitrase bisnis lintas negara di era ekonomi digital.

Model FE-arbitration Framework Indonesia berangkat dari prinsip
fundamental asas otonomi para pihak yang menjadi dasar legitimasi arbitrase.
Integrasi asas ini dengan regulasi pelaksana yang mendukung digitalisasi
merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kesepakatan arbitrase
elektronik, persidangan daring, serta putusan digital dapat diakui secara sah (Hasan
& Putra, 2025). Dengan demikian, kerangka hukum nasional tidak hanya
memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak, tetapi juga menjamin kepastian
hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis teknologi.

Kerangka konseptual ini juga menuntut adaptasi teori hukum yang relevan,
khususnya Teori Adaptabilitas Hukum Internasional yang dikemukakan oleh
Gunther Teubner dan Teori Transformasi Digital oleh Richard Susskind. Teori
adaptabilitas menekankan perlunya hukum nasional menyesuaikan diri dengan
dinamika global, sementara teori transformasi digital menegaskan bahwa
digitalisasi bersifat struktural dan mengubah budaya hukum menuju sistem berbasis
jaringan (network-based law) (Kleinheisterkamp, 2023). Integrasi kedua teori ini
memberikan landasan akademik yang kuat bagi reformasi hukum arbitrase
Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Arah reformasi hukum dalam kerangka ini menekankan pada pembaruan UU
No. 30 Tahun 1999 agar selaras dengan praktik global. Revisi undang-undang
diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme arbitrase digital, termasuk
pengakuan kontrak elektronik, validitas tanda tangan digital, serta eksekusi putusan
berbasis teknologi. Selain itu, regulasi pelaksana yang lebih rinci harus disusun
untuk mengatur standar persidangan daring, tata cara pengajuan dokumen
elektronik, dan sistem registrasi putusan digital. Dengan langkah ini, Indonesia
dapat menutup kesenjangan hukum sekaligus memperkuat legitimasi arbitrase di
tingkat internasional.

Model ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya
manusia sebagai bagian integral dari reformasi hukum. Arbiter, advokat, dan aparat
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pengadilan perlu dilatih dalam penggunaan teknologi hukum digital agar mampu
menjalankan arbitrase daring secara efektif (Ravishankar, 2025). Di sisi lain,
kampanye edukasi bisnis diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku
usaha terhadap arbitrase online. Transformasi budaya hukum dari sistem
konvensional menuju sistem berbasis jaringan akan memperkuat ekosistem
arbitrase digital yang adaptif dan berdaya saing global.

Tujuan akhir dari E-arbitration Framework Indonesia adalah terciptanya
sistem penyelesaian sengketa bisnis yang efisien, transparan, akuntabel, dan
berkeadilan digital. Integrasi asas otonomi para pihak dengan inovasi teknologi
seperti Al dan blockchain akan mempercepat proses arbitrase, menjamin keaslian
bukti digital, serta meningkatkan akuntabilitas putusan. Dengan kerangka ini,
Indonesia diharapkan mampu menempatkan diri sejajar dengan negara-negara maju
dalam praktik arbitrase internasional, sekaligus memperkuat daya tarik investasi
dan perdagangan lintas batas di era digital.

Model E-arbitration Framework dirumuskan sebagai kerangka berlapis
(normatif, institusional, prosedural-teknis, teknologi, dan kapasitas SDM) yang
bersama-sama menutup kesenjangan antara praktik arbitrase konvensional dalam
UU No. 30 Tahun 1999 dan tuntutan arbitrase digital yang berbasis e-filing, virtual
hearing, bukti elektronik, tanda tangan digital, dan electronic award. Kerangka ini
bertumpu pada asas otonomi para pihak, namun sekaligus mensyaratkan revisi UU
No. 30 Tahun 1999 dan penyusunan regulasi pelaksana yang tegas mengakui
kontrak elektronik, tanda tangan digital, prosedur persidangan daring, serta
mekanisme eksekusi putusan arbitrase digital di pengadilan.

Penyusunan kerangka E-arbitrase di Indonesia harus dilakukan secara teratur
dengan mengidentifikasi unsur-unsur pokok penyusunnya, yaitu aspek regulasi,
kelembagaan, alur teknis, infrastruktur digital, serta kesiapan pelaku hukum. Dari
sisi regulasi, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 dan turunannya agar secara tegas menerima keberadaan kontrak berbasis
elektronik, tanda tangan digital, serta putusan arbitrase yang dihasilkan secara
daring. Dari aspek kelembagaan, lembaga arbitrase nasional perlu diperkuat
kapasitasnya dalam mengelola sistem yang serba digital. Sementara itu, aspek
prosedural-teknis menetapkan baku operasi untuk pengajuan berkas secara
elektronik (e-filing), sidang jarak jauh (virtual hearing), hingga penerbitan putusan
elektronik (electronic award). Aspek teknologi meliputi pemanfaatan platform
daring, kecerdasan buatan, dan blockchain sebagai fondasi utama. Terakhir, aspek
sumber daya manusia menuntut peningkatan keahlian arbiter, kuasa hukum, dan
petugas peradilan dalam menghadapi perubahan digital di bidang arbitrase.

Selain unsur-unsur struktural tersebut, kerangka E-arbitrase Indonesia harus
didasari pada sejumlah prinsip dasar yang menjaga keabsahan dan rasa keadilan
dalam praktiknya. Prinsip paling mendasar adalah otonomi para pihak, yang
menjadi ciri khas arbitrase, sehingga mereka bebas menentukan tata cara
penyelesaian sengketa termasuk dalam format digital. Prinsip berikutnya adalah
kepastian hukum, yang mengharuskan adanya penerimaan eksplisit terhadap alat
bukti elektronik dan proses daring dalam tatanan hukum nasional. Selanjutnya,
prinsip efisiensi dan keterjangkauan sangat penting agar arbitrase digital benar-
benar mampu menyelesaikan perkara secara cepat dan tidak mahal, terutama bagi
usaha kecil dan menengah. Tak kalah urgen, prinsip keamanan informasi dan
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keterbukaan harus terjamin lewat teknologi yang terpercaya, sehingga proses
arbitrase tetap bertanggung jawab dan layak dipercaya di lingkungan digital.

Dari sisi keadilan digital, model ini menegaskan bahwa digitalisasi arbitrase
harus memperluas akses keadilan dan tidak boleh memperdalam digital divide,
sehingga desain platform, prosedur, dan penggunaan teknologi (47, blockchain,
platform daring) harus memastikan kesetaraan akses, transparansi, keamanan data,
dan akuntabilitas putusan bagi semua pihak termasuk UMKM dan pelaku e-
commerce. Secara konseptual, integrasi Teori Adaptabilitas Hukum Internasional
dan Teori Transformasi Digital menunjukkan bahwa reformasi arbitrase menuju £-
arbitration Framework bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi transformasi
struktural sistem hukum menuju model network-based law yang adaptif dan selaras
dengan standar global.

D. PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan
penyelesaian sengketa bisnis di era digital karena masih berorientasi pada prosedur
konvensional dan belum mengakomodasi mekanisme arbitrase berbasis teknologi.
Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan normatif dan institusional tersebut
menuntut pembaruan hukum arbitrase Indonesia melalui perumusan E-arbitration
Framework yang adaptif, efisien, dan berkeadilan digital, dengan mengintegrasikan
asas otonomi para pihak, pembaruan norma hukum, serta pemanfaatan teknologi
seperti platform daring, kecerdasan buatan, dan blockchain. Kerangka ini menjadi
kontribusi utama penelitian sebagai model konseptual yang menghubungkan
reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan kesiapan sumber daya manusia
dalam membangun sistem arbitrase digital nasional yang berdaya saing global.
Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya revisi UU No. 30 Tahun 1999
beserta regulasi pelaksananya secara komprehensif, disertai peningkatan kapasitas
arbiter, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam bidang hukum digital, serta
penguatan infrastruktur teknologi dan literasi hukum digital guna memastikan
implementasi arbitrase digital dapat berjalan efektif, legitim, dan memberikan
kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.
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